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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG 

 

NOMOR 7 TAHUN 2012 
 

TENTANG 

 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2002 
 TENTANG PEMUNGUTAN UANG LEGES 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

BUPATI BENGKAYANG, 

 
 

Menimbang : : a. bahwa dengan diundangkannya  Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, maka pungutan uang leges tidak termasuk 

didalam objek Retribusi dan bukan penerimaan daerah; 

 

 b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang 
Pemungutan Uang Leges sudah tidak sesuai dan 

bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan 

yang lebih tinggi, maka perlu dicabut; 
 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 

Tahun 4 Tahun 2001 tentang Pemungutan Uang Leges; 

 
 

Mengingat :        1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945; 

  
2. Undang-Undang Nomor 10  Tahun 1999 tentang  

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3823); 

 
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355); 
 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400);  
 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 
 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor  56 Tahun 2005 tentang 

Sistim Informasi keuangan Daerah  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

 

17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;  

 

18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010; 

 
19. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang; 

 
 

 

 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG 
 

Dan 

 
BUPATI BENGKAYANG 

 

MEMUTUSKAN : 
  

Menetapkan : PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 

2002  TENTANG PEMUNGUTAN UANG LEGES 

 
Pasal  1  

 

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pemungutan Uang Leges 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

 

Pasal  2 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Bengkayang. 

 
                                      Ditetapkan di  Bengkayang 

                                                                            pada tanggal, 9 Juli 2012   

               
                               BUPATI  BENGKAYANG, 

                 

                            Ttd,    
                  

    SURYADMAN GIDOT 

 
 

    Diundangkan di Bengkyang 

    pada tanggal, 12 Juli 2012 

 
    SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG, 

 

 
                                Ttd, 

 

    
KRISTIANUS ANYIM 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG 
NOMOR   7     TAHUN 2012 

 

TENTANG 

 
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2002 

 TENTANG PEMUNGUTAN UANG LEGES 

 
 

I. UMUM 

Sebagimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, guna penyelenggaraan yang 

baik maka Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas dari pelayanan  
yang prima. 

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah tidak mempunyai 

hak untuk mengenakan pemungutan kepada masyarakat karena 

pemungutan uang leges tidak termasuk dalam objek retribusi dan 
bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yang 

telah diatur didalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah,  
 Dengan diundangkanya  Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah 

Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pemungutan Uang Leges dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku lagi.      
      

 

II.  PASAL DEMI PASAL 
 

 Pasal 1 

  .      Cukup Jelas 

 
 Pasal 2 

        Cukup Jelas 
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